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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah: 286) 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini mengkaji insiden penganiayaan fatal oleh Bripda Mesias Siahaya 

terhadap warga sipil, Arianto Tawakal, di Kota Tual, Maluku, yang dipicu oleh 

kekeliruan identifikasi sasaran. Penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of 

force) dengan instrumen helm baja tersebut mengakibatkan kematian korban dan 

mencederai integritas institusi kepolisian. Fokus utama penelitian ini adalah 

mengevaluasi proses penegakan hukum internal melalui Sidang Komisi Kode Etik 

Polri (KKEP) serta menganalisis pertimbangan yuridis yang melandasi penjatuhan 

sanksi atas tindak pidana tersebut. 

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

studi kasus untuk membedah perkara secara komprehensif. Analisis bertumpu pada 

data sekunder yang menyelaraskan bahan hukum primer khususnya relevansi Pasal 466 

ayat (3) KUHP dan regulasi internal Polri dengan bahan hukum sekunder serta 

dokumen putusan Sidang KKEP. Melalui teknik studi dokumen, seluruh informasi 

diolah secara kualitatif-deskriptif guna menelaah ratio decidendi hakim etik dalam 

menetapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). 

Hasil penelitian menegaskan bahwa tindakan subjek memenuhi unsur pidana Pasal 

466 ayat (3) KUHP serta melanggar Pasal 13 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 jo. Pasal 5 

dan Pasal 8 Perpol No. 7 Tahun 2022. Secara yuridis, Bripda Mesias Siahaya terbukti 

melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etik berat (unethical conduct). 

Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH sebagai instrumen penegakan integritas 

organisasi sekaligus general deterrence untuk mencegah repetisi pelanggaran serupa 

di masa depan. 

 

Kata kunci: Bripda Mesias Siahaya, Penganiayaan, Sidang KKEP, PTDH, Pasal 466 

ayat (3) KUHP. 
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ABSTRACT 

 
This study examines the incident of fatal abuse by Bripda Mesias Siahaya against 

a civilian, Arianto Tawakal, in the city of Tuak, Maluku which was triggered by a 

mistaken identification of the target. The excessive use of force with a steel helmet 

resulted in the victim’s death and undermined the integrity of the police institution. 

The main focus of this study is to evaluate the internal law enforcement process 

thorugh the Police Ethics Code Commision (KKEP) hearings and to analyze the 

juridical considerations underlying the imposition of sanctions for this criminal act. 

The research method applied is normative juridical with a case study approach 

to examine the case comperehensively. The analysis relies on secondary data which 

aligns primary legal materials, particularly the relevance of Article 466 paragraph 

(3) of the Criminal Code and internal Police regulations, with secondary legal 

materials and KKEP trial decision documents. Throught document study technique, 

all information is processed qualitatively and descriptively in order to examine the 

ratio decidendi of the ethical judges in determining the Non-Honorable Discharge 

(PTDH) sanctions. 

The research result confirm that the subject’s actions meet the criminal elements 

of Article 466 paragraph (3) of the Criminal Code and violate Article 13 paragraph 

(1) of Government Regulation No. 1 of 2003 in junction with Article 5 and Article 8 

of Police Regulation No. 7 of 2022. Legally, Bripda Mesias Siahaya is proven to have 

commited abuse of authority and serious ethical violations (unethical conduct). The 

KKEP Assembly imposed PTDH sanctions as an instrument to enforce organizational 

integrity as well as a general deterrence to prevent the repetition of similar violations 

in the future. 

 

Keywords: Bripda Mesias Siahaya, Abuse, KKEP Trial, PTDH, Article 466 

paragraph (3) of the Criminal Code. 
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KATA KUNCI BAHASA ILMIAH 

 

Represif                                             : Tindakan penegakan hukum yang dilakukan 

setelah terjadi pelanggaran, biasanya berupa 

pemberian sanksi pidana atau administratif. 

Preventif                                                        : Upaya pencegahan yang dilakukan sebelum 

terjadinya pelanggaran guna meminimalisir 
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Delik Penganiayaan                                     :  Perbuatan melawan hukum yang 

menyebabkan penderitaan fisik atau luka 

pada orang lain. 

Penganiayaan mengakibatkan mati       : Tindak Pidana Penaganiayaan yang 

berujung pada hilangnya nyawa 

korban. 

Pertanggungjawaban Pidana                      :    Kewajiban pelaku  untuk mempertanggung 

jawabkan perbuatannya secara hukum 

pidana. 

Pertanggungjawaban Pidana Rangkap 

(double liability)                                             : 
Konsep bahwa pelaku dapat dikenai 

sanksi administratif dan pidana secara 

bersamaan. 

Kausalitas dalam Hukum Pidana          : Hubungan sebab-akibat antara 

tindakan pelaku dengan akibat yang 

ditimbulkan. 

Mens Rea                                              : Unsur niat jahat. 

Error in Persona                                  : Kekeliruan dalam mengidentifikasi 

korban atau sasaran tindakan. 

Abuse of Power                                  : Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat 

atau pejabat untuk tujuan yang tidak sah. 

Excessive Use of Force                      : Penggunan kekuatan yang berlebihan dan 

tidak proporsional oleh aparat. 

Diskresi Kepolisian                                  : Kewenangan aparat untuk mengambil 

keputusan dalam situasi tertentu berdasarkan 

pertimbangan sendiri. 

Deviasi                                                           : Penyimpangan dari norma hukum atau 

prosedur yang berlaku. 
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dipatuhi oleh anggota kepolisian. 
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pelanggaran etik anggota Kepolisian. 

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 

(PTDH)                                                          : 

Sanksi administratif berupa pemecatan dari 

institusi kepolisian tanpa penghormatan. 

Akuntanbilitas Aparat                                   : Kewajiban aparat untuk mempertanggung 

jawabkan tindakan kepada publik dan 
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ancaman yang dihadapi. 

Nesesitas (Necessity)                                   : Tindakan hanya dilakukan jika benar-benar 

diperlukan. 

Supremasi Hukum                                   : Hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam 

negara. 

Equality Before the Law                                  : 
Semua  orang  memiliki  kedudukan 

yang sama di hadapan hukum. 

Detterent Effect (Efek Jera)                       : Dampak pencegahan agar pelaku atau 

masyarakat tidak mengulangi 

pelanggaran. 

General Detterence                                   : Efek jera yang ditujukan kepada 

masyarakat luas. 

Implikasi                                               : keterlibatan atau keadaan terlibat. 

Yuridis                                                            : landasan hukum 

Implikasi Yuridis                                   : Dampak hukum yang timbul akibat suatu 

peristiwa. 

Kepastian Hukum (Legal Certainty)           : 
Jaminan  bahwa  hukum  diterapkan 

secara jelas dan konsisten. 

Keadilan Sosial (Social Justice)                     : Kondisi di mana hukum memberikan 

keadilan bagi seluruh masyarakat. 

Empiris                                                            : Berdasarkan fakta atau kondisi nyata di 

lapangan. 

Doktrinal                                                         : Berdasarkan teori atau pendapat para ahli 

hukum. 
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Rekontruksi Hukum                                   : Penafsiran hukum secara luas. 

Interpretasi Restriktif                                   : Penafsiran hukum secara sempit. 

Interpretasi Ekstentif                                   : Penafsiran hukum secara luas. 
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mendesak. 

Relevansi                                               : Kesesuaian antara teori dengan 

permasalahan. 

Diskursus                                               : Pembahasan atau wacana ilmiah. 

Yuridis Normatif                                   : Pendekatan Hukum yang didasarkan pada 

norma-norma hukum yang tertulis. 

Impunitas                                               : Kondisi dimana pelaku kejahatan tidak 

dikenai hukuman atau konsekuensi hukum. 

Intersepsi                                               : tindakan atau fakta mencegah seseorang 

atau sesuatu untuk melanjutkan ke tujuan; 
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